
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR ~3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 
KABUPATEN BONDOWOSO 

TAHUN 2022- 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang 
sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan 
penurunan stunting; 

b. bahwa prevalensi Stunting Kabupaten Bondowoso masih cukup 
tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan Stunting 
secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, 
sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, 
Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2022 -2024; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4.Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5680); 

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Geralcan 
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 100); 

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan 
Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 188 ); 

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

9. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Ketahanan Pangan 
Nomor 43/Permentan/OT.140/7 /2010 tentang Pedoman Sistem 
Kewaspadan Pangan dan Gizi (Berita. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 383); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Behan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 58); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 967 ); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 825 ); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1110 ); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu 
Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1840); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, 
dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan 
Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang 
Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan 
Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1223); 

18.Peraturan ... 
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600); 

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1505); 

20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2021 tentang 
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting 
Indonesia Tahun 2021 -2024 

21. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi 2021 -2024; 

22. Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 
188/346/KPTS/013/2021 tentang Tim Pembinaan dan 
Pengawasan Kinerja Kabupaten /Kota Percepatan Pencegahan 
Stunting Terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 -2024; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2013 Nomor 1 Seri E); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 48); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN 
STUNTING KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022-2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 

5.Perangkat ... 
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5. Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat dengan 
PD terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang terlibat dalam percepatan 
penurunan Stunting. 

6. Pemangku Kepentingan, adalah semua pihak di dalam 
masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau 
kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait 
lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap 
permasalahan Stunting. 

7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan 
anak akibat kekurangan gizi kronis, dan infeksi berulang, 
yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badanya berada 
dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
klesehatan. 

8. lntervensi Spesifik, adalah kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting 

9. Intervensi Sensitif, adalah kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya 
stunting 

10. Percepatan Penurunan Stunting, adalah setiap upaya yang 
mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang 
dilaksanakan secara konvergen,holistic,integrative, dan 
berkwalitas melalui kerjasama multisektor di pusat,daerah, 
dan desa. 

11. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang 
mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada 
suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah. 

12. Strategi Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah­
langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk 
percepatan penurunan Stunting dalam rangka pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapain 
target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak 
berusia dibawah 5 (lima) tahun. 

13. Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang selanjutnya 
disingkat TPPS adalah Organisasi Percepatan Penurunan 
stunting. 

14. Tim Pendamping Keluarga, yang selanjutnya disebut TPK 
adalah Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan 
pendampingan langsung terhadap calon pengantin. 

15. Keluarga Berisiko Stunting, adalah Keluarga yang memiliki 
satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari 
keluarga yang memiliki anak remaja puteri/ calon 
pengantin/Ibu Hamil/ Anak usia O (nol)-23 (dua puluh tiga) 
bulan/ anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh 
sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan 
orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air 
minum tidak layak. 

16.Pemantauan .... 
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16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 
pelaksanaan percepatan penurunan stunting, 
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang 
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan 
sedini mungkin. 

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara 
target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan 
stunting. 

18. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen 
perkembangan atau basil pelaksanaan percepatan 
penurunan stunting secara periodik oleh penyelenggaran 
percepatan penurunan st:unting. 

BAB II 
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan 
Strategi Percepatan Penurunan stunting. 

(2) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 
a. menurunkan prevalensi stunting; 
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan 

berkeluarga; 
c. menjamin pemenuhan asupan gizi; 
d. memperbaiki pola asuh; 
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 

dan 
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

Pasal 3 

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok 
sasaran meliputi: 

a. remaja; 
b. calon pengantin; 
c. ibu hamil; 
d. ibu menyusui; dan 
e. anak berusia O (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. 

Pasal 4 

Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun rencana 
aksi melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. 

(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup: 
a. penyediaan data keluarga berisiko stunting; 
b. pendampingan keluarga berisiko stunting; 

c. pendampingan ... 
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c. pendampingan semua calon pengantin/ calon 
d. Pasangan Usia Subur (PUS); 
e. surveilans keluarga berisiko stunting; dan 
f. audit kasus stunting. 

(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah 
Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam 
pelaksanaan percepatan penurunan stunting. 

Pasal 6 

(1) Penyediaan data keluarga berisiko stunting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk 
menyediakan data operasional melalui: 
a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon 

pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) 
bulan pranikah; 

b. penapisan ibu hamil; 
c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan 

pangan, pola makan, dan asupan gizi; 
d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur 
e. (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran; 
f. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak 

berusia di bawah lima tahun (balita); 
g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana 

jamban dan air bersih; dan 
h. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah 

sehat. 
(2) Pendampingan keluarga berisiko stunting sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertujuan untuk 
meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui: 
a. penyuluhan; 
b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan 
c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. 

(3) Pendampingan semua calon pengantin/ calon 
Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan 
pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. 

(4) Surveilans keluarga berisiko stunting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan sebagai 
pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan 
dalam Percepatan Penurunan Stunting. 

(5) Audit kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab 
terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan 
terjadinya kasus serupa. 

BAB III ... 
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BAB III 
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN 

PENURUNAN STUNTING 

Pasal 7 

(1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan rencana aksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku 
Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan 
penurunan stunting. 

(2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan 
penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan 
Pemangku Kepentingan melaksanakan program dan 
kegiatan percepatan penurunan stunting melalui: 
a. penguatan perencanaan dan penganggaran; 
b. peningkatan kualitas pelaksanaan; 
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan 

pelaporan; dan 
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan mengoordinasikan dan 
melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat 
Desa/ Kelurahan. 

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan memprioritaskan penggunaan 
dana Desa/Kelurahan serta mengoptimalkan program dan 
kegiatan pembangunan dalam mendukung penyelenggaraan 
percepatan penurunan stunting. 

Pasal 9 

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan 
rekomendasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam 
perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan 
pembangunan Desa/Kelurahan terkait Percepatan Penurunan 
Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 10 

Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilakukan 
secara konvergen dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan. 

Pasal 11 

(1) Kepala Badan yang membidangi perencanaan menetapkan 
Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan 
kegiatan percepatan penurunan stunting setelah 
dikoordinasikan dengan PD terkait. 

(2)Penetapan ... 
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(2) Penetapan Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi prioritas 
percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3} Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan mempertimbangkan Desa/Kelurahan 
dengan kriteria: 
a. komitmen kabupaten; 
b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai 

dengan 24 (dua puluh empat) tahun; 
c. jumlah anak berusia dibawah lima tahun (balita) 
d. Stunting; 
e. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun 
f. (balita) Stunting; dan 
g. tingkat kemiskinan. 

BAB IV 
KOORDINASI PENYELENGGARAAN 

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Bagian Kesatu 
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan 
stunting di tingkat kabupaten, Bupati membentuk Tim 
Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi 
penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat 
kabupaten dan kecamatan. 

(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting 
tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri dari perangkat daerah terkait dan 
Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang 
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan 
stunting di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim 
Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan yang 
ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi 
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat 
Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

(3) Susunan ... 
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(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan Stunting 
tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri dari unsur kecamatan dan Pemangku 
Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan. 

Bagian Ketiga 
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan 
Stunting di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah 
membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat 
Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa/Keputusan Lurah. 

(2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat 
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan 
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan 
Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan. 

(3) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan 
Stunting tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah 
Desa/Kelurahan dan paling sedikit terdiri dari: 
a. Tenaga Kesehatan; 
b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas 
c. Lapangan Keluarga Berencana; 
d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 
e. Keluarga (TP-PKK); 
f. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 

dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia 
(KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya. 

BABV 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 15 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk: 
a. mengetahui Kemajuan Dan Keberhasilan Pelaksanaan 

Percepatan Penurunan Stunting; 
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan 

percepatan penurunan stunting; 
c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran 

serta peningkatan akuntabilitas percepatan 
penurunan stunting; 

d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, 
keluaran, dan target strategi percepatan penurunan 
stunting dan Rencana Aksi Nasional; dan 

e.menjadi. .. 
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e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk 
pencapaian keberbasilan pelaksanaan percepatan 
penurunan stunting. 

Bagian Kedua 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 16 

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan 
Penurunan Stunting dilakukan oleh Pemerintah 
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai 
dengan kewenangannya. 

(2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan 
Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di 
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan percepatan 
penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung dengan: 
a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan 

desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang 
sudah ada berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. riset dan inovasi serta pengembangan 
pemanfaatan basil riset dan inovasi. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

Pasal 17 

(1) TPPS Desa/Kelurahan melaporkan penyelenggaraan 
Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di 
wilayahnya kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan 
Stunting tingkat Kecamatan di wilayahnya kepada bupati 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(3) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil 
Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan 
evaluasi menyampaikan basil laporanpenyelenggaraan 
Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana paling 
sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu­
waktu apabila diperlukan. 

(4) Ketua Pelaksana mengoordinasikan dan menyampaikan 
laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan 
Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 
Bupati selaku Ketua Pengarah, paling sedikit 2 (dua) kali 
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(5) Bupati ... 
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(5) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan 
Penurunan Stunting kepada gubemur 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari 

setelah pelaksanaan periode pelaporan. 

Pasal 18 

(1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan 

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 
disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi 
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, 

strategi intervensi, perencanaan program,dan 

kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan 

Stunting. 
(2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh 

Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi serta Knowledge 

Management. 

BAB VI 

SUMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 19 

Sumber pendanaan percepatan penurunan stunting berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau sumber lain yang 

sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 
2019-2023 di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten 

Bondowoso Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 21. .. 
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Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 31 Mor¢\:. .2O;2.:i 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 31 M0re~ .:zo..i.2 

woso, 

s 

BERIT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR .,2.3 



\ 

. _ -. ~,~~tN~!;: _ KEl{l~T:~ _'. 
"NO : . ·.-·. ARSI. . . . PRlORJTAS: .. 

. 

(1J ~) f.3_)-

1. Kluster a.Penyediaan 
DataPr DataKeluar 
esisi gaBerisiko 

Stunting 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI B0NDOWOSO 
NOMOR ~3 TAHUN 2022 
TENTANG 
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 
KABUPATEN BONDOW0SO 
TAHON 2022- 2024 

MATRIK RENCANA AKSJ PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

(4) 

1).Pendataan 
keluarga 
berisikoStunti 
ng. 

12).Pendataan 
Catin/Calon PUS 
3 (tiga) bula11 
sebelum 
menikah dan 
Penapisan 
Catin/Calon PUS 
dengan 
Pemeriksaan 
kesehatan. 

.. 
(5) 

·, 

Tersedianya 
Data 
keluarga(PUS) 
berisiko 
Stunting. 

a)Tersedianya 
data Catin/ Ca 
PUS 3 (tiga) 
bulan sebelum 
menikah. 
b )tersedianya 
data Catin/ 
CaPUS yang 
terdeteksi 
anemia. 

.. 
. (6) (7) 

. 

Keluargab Data 
erisiko 
Stunting 

Catin/Ca Data 
PUS 

Data 

. (fl} 
I• 

1 

1 

1 

PENANGGUNG · ·• · .-._ · . PENGAMJ1U 
t >iAWAB 
! .. 

(9) {10) j · (11] 
·_ ._ I 

1 

1 

1 

1 I Pemerintah 
kab 

1 

1 

Pemerintah 
kab 

. . 

(12) 

Dinkes, 
Dinsos 
P3AKB, 
D_inas PKP 
CipTaru, 
Kemenag, 
DPMD, 
BP4D, 
:BPS, 

Dinkes, 
Dinsos 
P3AKB, 
Kemenag, 

KET 

{13) 

ntervensi 
Sensitif 
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c). Tersedianya 
data status gizi 
Catin/ CaPUS Data 1 1 1 
(kurus 
<18,4/norm al 

I 18,5 - 25/ 
gemuk> 25). 

I 
3).Pendataan ibu a).Tersedianya lbu Data ! 1 1 1 Pemerintah Dinkes, Intervensi I 

hamil. data ibu hamil I kab Sensiti.f 
hamiL 

I 
I 
j 

b ). Tersedianyat Data 1 1 1 Dinkes, lntervensi 

data (bu Pemerintah Sensitif 

hamil lkab 
dengan 
4(empat)Te 
rlalu(Terlal 
uMuda~ 
19tahu.n;Ter 
laluTua 
>35tahun;T 
erlaluDekat 
<24bulan;T 
erlalubany 
ak>2anak). 

c).Tersedianya Data 1 1 1 Dinkes,. lnt.ervensi 

data ibu Sensitif 

hamil Pemerintah 

dengan kab 
anemia. 

: 
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.. 
. . . 

REtl~A 
. .. 

·:TAR~ti.T ... -~GIATAN· _K;EGlATAN .. INDI:XATOR l?ENANGGUNG· .. .. .. 

KETJmANGAN NO SATUAN 
+. ··,, ·-AKSI .· . PRIORITAS · · OPBRASIONAL KEBERRASILAN SASAR!tN 

2022 :2023 ·.2·024 · JA.,WAB_.. -Pa~cA.MP'1 -
·. . .. 

(1) (2) (3). (4) (SJ" ·. (6) (7) tJJJ {9J ···{10) ···{UJ' . _(1.2)- _·-- •.. t-- . (13). 

d). Tersedianya Data l I I. ,Pemerintah Kab Dinke5p Intervensi 

data ibu I Sensitif 
hamil KEK. 

e ).Tersedianya Data 1 l 1 Pemerintah Kab Dinlces, Intervensi 

dataibu Sensitif 

bamil 
dengan 
pertumbuh 
anjanin 
terhambat( 
PJTl. 

~) .Pendataan lbupasca 
PUS Pasca Tersedianya persalinan Data 1 1 1 Pemerintah Kah Dinkes, lntervensi 
Persalinan da1a ibu yang Sensitif 
danMasa belum 
lnterval yang menggunakan 
termutakhir KB Pasca 
kan persalinan 

5).Pendataan 
PUS ingin anak 

Tersedianya 
PUS 15-49 

ditunda dan tahun 
tidakingin 

data Data 1 1 1 Pemerintah Kah Dinkes, lntervensi 
PUSIAT/TJAL Dinsos P3AKB, Sensitif 

anak lagi yang 
belum ber-KB. 

yangbe1um 
berKB. 

I 



RENCANA _KEGIATAN . KE.GIATAN _IND!~T.OR: '. 
flO .· · · AKsf .. · PRIORITAS . OPERASION~L KEBB~JLAN 

(1) . (2) 
.. 

(4] 
6).Pendata.an 

Dan 
penapisan 
anakusia 
0-23 bulan 

a). Tersedianya 
data anal< 

I usia 0-23 
I 

1 b1J.lan 

b ). Tersedianya 
data anakO 
bulan 
dengan 
beratbadan 
<2.S()Ogram; 

c). Tersedianya 
data anak O 
bulan 
dengan 
panjang 
badan 
<48cm. 

d). Tersedianya 
dataanak0-
6 bulan 
yang 
menerima 
ASI 
eksk1usif 

e). Tersedianya 
dataanak 
usia 6-23 
bulanyang 
mendapat 
kan MPASL 
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'{6) fl) ··JIJJ. f!) t10J (11) :0_2) 
Anak Data 1 l 1 Pemerintah Kab [I)inkes,. 
usia0-23 
bulan 

Data l l 1 Pemerintah Kah Jlinkes,. 

Data 1 1 1 Pernerintah Kab Dinkes, 

Data 1 1 1 Pemerintah Kah Dinkes. 

Data 1. 1 I 1 Pemerintah Kah Dinkes. 
: 

KETERANGArf 

(13) 
Intervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

I 
j 



RENCANA 
NO -~I(SL . 

'(1). '(2) 

KEGIATAN 
.PRIORITAS 

·-·f3) 

.KEGIATAN ·JNDIKATOR 
OPERASiqNAL· -~BiU:t~I~SJLAN 

f).Tersedianya 
data anak0-
23 bulan 
dengandiare 
kronis. 

g). Tersedianya 
data anak 
usia 0-23 
bu)an 
dengan gizi 
kurang. 

h). Tersedianya 
data anak 
usia 0-23 
bulan 
dengan gizi 
buru.k. 

i). Tersedianya 
dataanak 
usia 0-23 
bulanyang 
menerima 
imunisasi 
clasar 
lengkap. 

-5-

SAS.ARAN SATUAN ... ··.TARGET ... PEN~GGtJ~~ 
. . .· . . . 2022 2023 :202~ . .fAWAB 

.. 

(6) 
., .. . . . . I. . . .... ,. 

Data 1 

Data 1 

Data 1 

Data 1 

1 I 1 Pemerintah 

1 

1 

1 

I kab 
i 
I 

I 
i 

1 Pemerintah 
kab 

1 Pemerintah 
kab 

1 Pemerintah 
kab 

PENGAMPU 

Dinkes, 

Dinkes, 

Dinkes, 

Dinkes, 

~TERANGAN 

Intervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 
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•· 

·. '.iNDIKAT:QR: 
. . .·. ____ ·. trA~G-a~·- ·,· . . .. 

:, 

RJ?N. CA~A KEGJATAN, .. IQI91ATAN.• ·,I•-• 

.·PENANGGONG \}'~NGAMPl.J:i . ··KETBRA~hAN. -~p • ' J • •• ,·-•• ✓.-; •• •-' 

.KEQERHAs"JLAij SA$Alq\.N S~TlJAN ... •: .. )AW:AB_i; AKSl .:·pru~T.A~ OPERASJONAL 2'.0?2 20;l 3 ·202~ 
' . : •' ~ ... ' '~ . 

. ~ -. ' . , .. 

:(1) (2). _.· (3) 
,· 

{41. .·fS) 
.. 

(6) (7) (8). (9)· (10] (11) ..{12} (13}·· 
. .· · . 

j).Tersedianya Data 1 1 1 Pemerint:ah Dinkes, lntervensi 
data anakO- kab Sensitif 
23 bulan 
yangdiukur 
beratbadan 
dan 
panjang/ 
tinggi 
badan 
sesuai 
standar. 

k). Tersedianyad Data 1 1 1 Pemerintah Dinkes., lntervensi 
ata anak kab Sensitif 
usia 0-23 
bulanyang 
dipantau 
perkembang 
annya 
sesuai 
standar. 



.· '.' ..... 
l(S<:;JATAN 
PRltjRlTAs 

11) (ZJ (3)· 

-7-

(4) {S)_ . . (6) ·. · .. (7} (8); (9) (iO] (11) (12)' (13) 

7).Pendataall 
dan 
penapisan 
anak usia 
24-59 
bulan. 

a).Tersedianya 
dataanak 
usia 24-59 
bulan. 

b ). Tersedianya 
data anak 
usia 24-59 
bu]an 
dengan diare 
kronis. 

c).Tersedianya 
data anak 
usia24-59 
buJan 
dengangizi 
kurang. 

d). Tersedianya 
data anak 
usia 24-59 
bulan 
dengangizi 
buru.k. 

Anak Data 
usia 24-
59 bulan 

Data 

Data 

Data 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 Pemerintah Dinkes, 
kab 

1 Pemerintah Dinkes, 
kab 

Pemerintah 
kab 

'Pemerintah 
kab 

Dinkes, 

Dinkes., 

Intervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 



8).Pendataa 
Dan 
penapisan 
keluarga 
prasejahtera 
penerima 
program 
ban1uan social 

e).Jumlah 
data anak 
usia 24-59 
bula.n yang 
diukur 
berat 
badan dan 
tinggi 
badan 
sesuai 
standar. 

f).Jumlah 
data anak 
usia 24-59 
buianyang 
dipantau 
perk.emban 
gannya 
sesuai 
standar. 

a). Terse di any 
data 
keluara 
prasejahte 
ra 
penerima 
program 
bantuan 
sosia]. 
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Keluarga 
pra 

sejahtera 

Data 1 

Data 1 

Data 1 

1 

1 

1 

1 Pemetintah Dinkes, 
kab 

1 Pemerintah DinkesJ 
kab 

1 Pemerintah 
kab 

Dinsos P3AKB 

. . J(ETE R.,\NGAl'J 

_·.(13) 

lntervensi 
Sensitif 

Intervensi 
Sensitif 

Intervensi 
Sensitif 



b ).Tersedianya 
data 
keluarga 
penerima 
manfaat 
(KPM) 
dengan ibu 
11ami1.., ibu 
rnenyusui, 

! anak 
berusia 
dibawah 2 
tahun yang 
menerima 
variasi 
banblao 

' 
pangan 

: selain beras 
dan telur. 

c).Tersedian 
ya data PUS 
prasejahtera 
yang 
memperoleh . 
bantuan . 
tunai 
bersyarat 
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Data 1 1 

Data 1 1 

1 Pemerintah Dinkes, 
kab Dinsos 

1 Pemerintah 
kab 

P3AKB.., 

Dinsos 
P3AKB, 

lntervensi 
Sensitif 

[ntervensi 
Sensitif 



10).Pendataan Tersedianya 
memiliki data memiliki. 
remaja., remaja,. 
dan/atau dan/.atau 
dengan ibu deng.a.11 ibu 
hamil, hamil, 
dan/atau dan/atau ibu 
ibu menyusui. 
menyusui,. dan/atau 
dan/atau yang memiliki 
yang anakusia 0-
memiliki 23 bulan yang 
anakusia belum 
0-23 bulan memiliki 
terhadap sarana ru.mah 
kepemilika sehat. 
nsarana 
rumah 
sehat. 

11).Pendataan Tersed.ianya 
keluarga Keluarga 
memiliki memiliki 
remaja, remaja., 
dan/atau dan/atau 
denganibu denganibu 

I hamil. hamU, 

-10-

Keluarga 
memilikir 
emaja.dan 
/atau 
dengan 
ibuhamil, 
dan/atau 
ibu 
menyusui 
.,dan/atau 
yang 
rnemilikia 
nak usia 
0-23 
bulan 

Kelu.arga 
memiliki 
remaja, 
dan/atau. 
dengan 
ibu hamil., 
dan/atau 

I 

Data 1 1 

Data 1 1 

l Pemerintahk Dinkes~ 
ab PKP CipTaru 

BP4D 

1 Pemerintah Dinkes 
kab Dinsos P3AKB 

lntervensi 
Sensitif 

Intervensi 
Sensiti.f 
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. . RENC\N.A. : __ ·KEGIATA.N·. · KEGIATAN: ·JNDIKATOR- 'TARG~T· 
·. 

NO -·_.Af<SJ .. PJUORI'T~S OPERJ\SI_ONAL KE.BERHASILAN -SAS-ARAN~ ·SATUAN PENANGCiUNG PENGAMPU 'KET-ERA.NGAN 
,.., . . 

. : 2022 2023 2024 JAWAD 
(1) (2). (3) ·{4J··_. (5) (6). l7J. (8) PJ)-: (10). :{U) 

: 
(12). ·03) .. ···- : --

d).Tersedianya Data 1 l 1 Pemerintah Oink.es, lntervensi 
data PUS kab Dinsos Sensitif 

; 

praseiahtera P3AKB, 
yang 
memperoleh 
bantuan 
pangannon-
tunai. 
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e).Tersedianya Data 1 1 1 Pemerintah Dinkes, Intervensi 

data PUS kab Dinsos Sensitif 

praseja.n.tera P3AKB, 

yang 
memperoleh 
Penerima 
Bantuan 
Iuran(PB 1). 

~).Pendataan Tersed:ianya Keluarga Data 1 1 l Pemerintah lntervensi 

memiliki data memiliki memiJiki kab Dinkes, Sensitif 

remaja, remaja. remaja, PKP CipTaru 
dan/atau dan/atau dan/atau BP4D 

! denganibu denganibu dengan 
hamil, hami1., ibu 
dan/atau dan/atau ibu hamil,dan 
ibu lmenyusuj, /atau ibu 
menyusui, dan/atau yang rnenyusui, 
dan/atau rnemiliki anak dan/atau 
yang usia 0- yan,g 
memiliki Z3 bulan yang memiliki 
anak usia belum anakusia 
0-23 bulan mengakses air 0-23 

: 

terhadap nlinu.m layak bu1an 
akses air 
minum 
layak. 



i 

b. surveilans 
keluarga 

dan/atau 
ibu 
menyusul, 
dan/atau 
yang 
memiliki 
anakusia 
0-23 bulan 
terhadap 
kepemilik 
anjamban 
sehat. 

12).Pendataan 
desa 
prioritas 
Stunting. 

Penyelenggaraa 
n surveilans 
keluarga 

dan/atau 
ibumenyusui 
,dan/atau 
yang memiliki 
anak u.sia 
0-23 bulan 
yangbelum 
memiUki 
jam ban sehat 

Tersedianya 
data desa 
prioritas 
StuntiTllJ. 

Tersedianya 
1data basil 
surveilans 

I 
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Ibu 
menyusui 

dan/atau 
yang 
memiliki 
anak 
usia 0-23 
bu1an 

Desa 

, Keluarga 
berisiko 
Stunting 

Data 1 1 1 Pemerintah Dinkes, Intervensi 
kab Dinsos Sensitif 

P3AKB, Dinas 
PKP CipTaru, 
Kemenag, 
DPMD, 
BP4D., BPS., 

Persen 50 75 100 Pemerintah Dinkes, lntervensi 
kab Dinsos Sensitif 

P3AKB., Dinas 
PKP CipTaru, 
Kemenag, 
DPMD, BP4D, 
BPS 
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·NO RBNCANA· KEGLATAN··· ICEGIATAN ·. ! . INDIKATOR 
SATUAN 

_TARG~T PENANGGUNG PENG.Al\,1PU 
KET~RANG.Afl 'Al{S] : ' ·-PRIORITAS :· oP)mAs10NALfKEBERHASILAN SASARAN 

-~il2:·2I ~~23 Z02'1 JAWJ\B - . 

:(1) (2) -(3)·' ·{4) ! 
{SJ (6) (7) · {8) i· {9} {10). (1i) (12)' (13) 

berisiko berisiko !keluarga 
Stunting ~tu.ntino; berisiko 

'Stunting; 

2. Kluster a.Pendamping 1).Pembentuka Persentase Desa/kelu Persen 100 100 100 Pemerintah Dinsos P3AKB Intervensi 
Operasion an Keluarga n Tim desa/ rahan desa/kelur Dinkes Sensitif 
al Berisiko Pen damping kelurahan ahan 

Stunting Keluarga yang minimal 
(TPI<) memiliki 
diseluruh TPK. 
desa/ 
kelurahan. 

~). Orientasi Persentase TPK Persen 100 100 100 Tim Dinsos P3AKB Intervensi 
manajemen TPKyang percepatan Dinkes Sensitif 
dan mendapatkan penurunan 
substansi orientasi. Stunting 
Stunting .kecamatan 
bagiTPK. dan desa/ 

kelurahan, 
TPK 

8).KJE Persentase Desa/kel11 Persen 80 85 90 Pemerintah Dinsos P3AKB, Intervensi 
Kelompo desa/ rahan desa/kelur Dinkes, Sensitif 
kkeluarg kelurahan ahan Diknas 
aberisiko yangTPK-

I 
Stunting. nya 

melakukan 
KJE kelompok 



i 

~).KJE 
llnterpersonal 
kepada 
1:e:eluarga 
oerisiko 
!,Stunting. 

5).Pendampin 
gan lbu 
Hamil. 

minimal 1 ka1i 
perbulan. 
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Keluarga 
berisiko 

1 
Stunting 

Persentase 
keluarga 
berisiko 
Stunting yang 
mendapatkan : 
KIE 
Interpersonal 
sesuai 
st:andar. 

a).Persentase 
lbu hami1 
yang 
menerima 
pendamping 
-an. 

b ).Persentase 
ibu hamil 
yang 
mengonsum 
si 90 Tablet 
Tambah 
Darah(TTD) 

Jbu 
Hamil 

lbu 
hamil 
Anemia 

Persen 30 40 so Pemerintah 
desafkelur 
ahan, 

Dinsos P3AKB, 
Dinkes, 

Persen 80 85 90 Pemerintah Dinsos P3AKB 
desa, 
Pemerintah 
kabfkot.a 

Persen 70 75 80 Pemerintah Dinkes 
desa 
Pemerintah 
ka.b fko t.a 

KETERANGAII 

(13J 

[ntervensi 
Sensitif 

[ntervensi 
Spesifik 

lntervensi 
Spesifik 
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NO RENCANA KEGJATAN •· .ICEGIATA~ ... J11fD1~1'0Jl .. SASARAN SATUAN · TARGET PENANGGUNG PENGAMPU 
. AKSJ PRIORJT1\S O_PERt\S.IQ;N.~~ _nBE_Rff~:;:•_:- _· ,· .. _. - .. 2022 2P23 ~~2~ JAWAB 

se1amabke ! 

hami1an. 

c).Persentase Ibu Persen 75 BS 90 Pemerintah Dinkes 
ibuhamiJ hami1 desa,, 
KEKyang KEK Pemerintah 

I menerima kab 
tambahan 
asupan 
gizi. 

d).Persentase lbu hamil Persen 70 80 90 Pemerintah Dinkes 
lbu hamil dengan desa.,, 
dengan Pertumbu Pemerintah 
Pertumbuha hanJanin kab 
n)anin Terhamba 
Terbarnbat t (PJTJ 

I 

(PJT)yang 
mendapat 
tatalaksana 
kesehatao. 

6).Pendamping Perseotase KB PUS Persen 50 j 60 70 Pemerintah Dinsos 
an ibu Pasca Pasca desa,,. P3AKB 
pasca persaJi persalinan. persalin Pemerintah Dinkes 
nan. an kab 

: 

7).Pendamping Persentase PUS Persen 8 7.7 7,4 Pemerintah Dinsos 
an PUS ingin penurunan desa,, P3AKJ3 
anak Unmetneed. 

.l(ETERANGAN 

lntervensi 
Spesifik 

lntervensi 
Spesifik 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 
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RENCAN~:, :,J(~~l.ATAN J KEG~TAN :: . : . -INDIICATOR 
.. ' '. ~ 

TARG~ 
,, 

NO ' 'AKSI '/. J'RlORITAS OPE,RAslON.\t. SASAMN. ·SA.TU~ " 
·PENAN.GG.UNG PENGAMPU: I<E.fERANGAN 

. .". 
- . KEBERH;ASI~ 

·--~ 2022 2oi3 202~ -:JAWAB ~ . 

' .. . .. .• 

(1} (2) ·1: (3J _:(4y_· 
.. 

(SJ .· (6) .. : .[1) ~) (ti))' 
.. 

(11) (12) 
~- .. 

'(.9) : ... -(13) 
:... ·• 

ditu.nda (IAT) Pemerintah 
atau ti.dak ' kab I 

inginanak j 
I 

lagi (TIAL). ; 
I 

l3).Pendamping a).Persentase Keluarga Persen 80 BS 90 Pemerintah Dinkes, lntervensi 
an keluarga keluarga dengan l desa,. Dinsos Spesifik 
dengan anak dengananak anak Pemerintah P3AKB 
usia0-23 usia 0-23 usia kab 
bulan. bulanyang 0-23 

mendapatka bulan 
n 
pendamping 
an. 

b).Persentase Kel11arga Persen 80 85 90 Pemerintah Dinkes, Intervensi 
keluarga dengan desa,. Dinsos Spesifik 
dengananak anak Pemerintah P3AKB 
usia O bulan usia 0 kab 
dengan bulan 
beratbadan dengan 
<2.500 berat 
Gram yang badan 
mendapatkan <2.500 
tatalaksana gram 
kesehatan 
Dangizi. 

I 
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c).Persentase Keluarga Persen 80 85 90 Pemerintah Dinkes 
keluarga dengan 
dengan anak anak 
usia 0 bulan usia 0 
dengan bulan 
panjang dengan 
<48a:n yang panjang 
mendapatka <48 cm 
n 
tatalal<sana 
kesehatan 
dan gizi. 

d) .Persentase Keluarga 
keluarga dengan 
dengananak anak 
usia 0-6 usia 
bula11 yang 0-6 
mendapatka bulan 
nASI 
eksk.1usif. 

e).Persentase Keluarga 
keluarga dengan 
dengananak anak 
6-23 bulan usia6-
yang 23bulan 

Persen 60 70 80 

Persen 60 70 80 

desa., 
Pemerintah 
kab 

Pemerintah 
desa, 
Pemerintah 
kab 

Pemerintah 
desa, 
Pemerintah 
kab 

Dinkes 

Dinkes 

lntervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesifik 

lntervensi 
Spesifik 
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NO ~s~NA . PKE.RI··. -~OIRAITT.~S . ·. KEn~T~ .. · .. IJIDl~fOll SAsARAN SATUAN . J'ARGHT . PENANGGDNG . 
. · .··· · · n_ OPERASIONJ\L KEBESHASILAN .. : · .... · .. 2.022 2023 202.-i JAWAB, PENGAMPU 

I 

•'-- '-•: 'r '-_ I,. ·, • . '• • •• '. 

mendapat 
kan MP-ASI. 

t).Persentase 
ke1uarga 
dengananak 
usia 0-23 
bulanyang 
mendapatka 
n imunisasi 
dasar 
lengkap. 

g).Persentase 
keluarga 
dengan anak 
usia 0-23 
bulan 
dengan 
infeksi 
kronisyang 
mendapatka 
n 
tatalaksana 
kesehatan. 

h).Persentase 
ke]uarga 

Keluarga 
dengan 
anak 
usia 0-
23 bulan 

Keluarga 
dengan 
anak 
usia 0-
23 bulan 
dengan 
diare 
kronis 

Keluarga 
dengan 

Persen · 94.,1 94,6 95 

Persen 60 70 80 

' 

Persen 70 80 90 

Pemerintah 
desa, 
Pemerintah 
kab 

Pemerintah 
desa, 
Pemerintah 
kab 

Pemerintah 
desa., 

Dinkes 

Dinkes 

Dinkes 

KETERANGAN 

lntervensi 
Spesiftk 

[ntervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesiflk 
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·RENCANA I-

~ . ' 

KEGIATAN KHGJATAN JNDJKATOR . TARGET· :~ENANGG1JNG 
fENGJ\MPU -IQ:iTERANGAN 

,NO 
> T • • 

AKSI ··PRIORJTAS O,P~~O~L KBBHRHAS.JLAN SASARAN ·SATUAN . 20·22 ~02E 202~ JAWAE- ,, 
~, . 

(1). {?). (3J 
. . 

:-(4)-· ·tsJ·. :_··c~· {7J·. :·::(B)- (9) (UJ):' '(1:i)· .'(12) . (13): ,. . . 

Dengan anak Anak Pemerintah 
usia 0-23 usia 0- kab 
bulan 23 bulan 
dengan gizi dengan 
kurangyang gizi 
meodapatka kurang 
ntambahan 
Asupan gizi. 

i).Persentase Ke]uarga Persen 70 80 90 Pemerintah Dinkes lntervensi 
keluarga anak desa., Spesifik 

anakusla usia 0- Pemerintah 
0-23 bulan 23 bulan kab 
dengan gizi dengan 
burukyang gizi 
mendapat buruk 
kan 
tataJaksana 

: 

gizi 
buruk. 

9).Pemantaua Persentase Balita Persen 7() 80 90 TPK., Dinkes lntervensi 

n berat Balita0-23 0-23 Puskesmas Spesitik 
badandan bulan dengan bulan 
panjang/ beratbadan 
tinggi dan panjang/ 
badan tinggi 
balita0-23 



I . 

I .....
. ·RENCANA 

~O . AKSJ 
. . · .. · . 

(1) (2J 

i 

KEGJATAN 
PRIORIT/tS 

-21-

KEGIA.TAN JNDIKATOR I TARGET •' 
OPJ:RAs.ro~ l'.{E·~ERHAS!LAN SASARAN SATUAN1 

. .. .• • . . PENAN~GIJNp. PENGAMPU 
i2022 :2023 2024 .. JAWAD< · .• •. ·. · · · . 

(4). : : · ... '[5) {6) · (7) (8) · {9} {10)- . {f1) {12) 
Bulan 
sesuai 
standar/ 
usia 

10).Pemantau 
an 
perkemban 
ga11 
balita0-23 
bulan 
sesuai 
standar/ 
usia. 

11.1).Pendampin 
gananak: 
usia24-59 
bulan 
dengan 
infeksi 
kronis. 

12).Pendampi 
ngan anak 
usia 24-
59 bulan 
dengan 

badan sesuai 
standard. 

Persentase 
balita 0-23 
bulanyang 
dipantau 
perkembangan 
nyasesuai 
standanl 

Persentase 
anak usia24-
59 bulan 
dengan 
infeksi kronis 
yang 
mendapatkan 
tatalaksana 
kesehatan. 

Persentase 
anak usia 24-
59 bulan 
dengan gi.zi 
kurangyang 

BaUt.a 0-
23 bulan 

Keluarga 
dengan 
anak 
usia 24-
59 
bu]an 
dengan 
infeksi 
kronis 

Keluarga 
dengan 
anak 
usia 24-
59 bulan 

Persen 

Persen 

Persen 

70 80 90 

60 70 80 

70 BO 90 

TPK, 
Puskesmas 

TPK, 
Puskesmas 

TPK, 
Puskesmas 

Dinsos 
P3AKB 
Dinkes 

Dinkes 

Dinkes 

. 
i 
I 

I 

KETERANGAN 

:(13) 

fntervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesifik 
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NO RENCANA ,. KEGIArAN :KEGJATAN INDIKATOR· · TAQGET PENANGGUNG 
· ·AKSl •, PRiORITAS QPERA51o·Nl:lL l:(f:BE,RHASILAN ._sAS~N' $,TUAN 2022 2023 202.tl JAWAD PRNGAMPU · .. KETERANGAN' 

Gizi mendapatkan 
kurang. tambahan 

asupao gizi. 

13).Pendampi Persentase 
ngan anak anak usia24-
usia24-59 59bulan 
bulan dengangizi 
dengan burukyang 
gi2i mendapatkan 
buruk. tatalaksana 

G:izi uruk. 

14 ).Pemantau. Persentase 
an berat Balita0-59 
badan clan bulan dengan 

I 
panjang/ berat badan 
tinggi clan panjang/ 
badan tinggi badan 
balit:a 0-S9 sesuai 
bulan standard. 
sesuai 
standar/ 
usia 

15JPemantaua Persentase 
n balita 0-59 
perkemban bulanyang 
Gan balita dipantau 

Gizi 
kurang 

Xeluarga Persen 70 
dengan 

anak usia 
24-59 

bulan gizi 
buruk 

Balita0-59 Persen 70 
bulan 

I 

,Balita 0-59 Persen 70 
bulan 

i 

80 90 TPK, 
Puskesmas 

80 90 TPK, 
Puskesmas 

80 90 TPK, 
Puskesmas 

Dinkes 

Dinkes 

Dinsos 
P3AKB 
Dinkes 

Intervensi 
Spesiflk 

lntervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesifik 



0-59 bulan Perkembanga 
sesuai 
standar/ 
usia. 

16). Fasilitasi 
keluarga 
pra 
.sejahtera 
beresiko 
Stuntln9 
penerima 
bantuan 
social. 

nnya sesuai 
standard. 

a).Cakupan 
keluarga 
pra 
sejahtera 
beresilro 
Stuntine 
penerlma 
bantuan 
social. 

b).Cakupan 
keJuarga 
pra 
sejahtera 
penerima 
manfaat 
variasi 
bantuan 
pangan 
selain 
berasdan 
telur. 

l 
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Keluarga Persen 80 85 
pra 

sejahtera 
beresiko 
Stunting 

90 Pemerinta.h 
desa, 
Pemerintah 
kab 

Dinsos 
P3AKB 

Persen 80 85 90 Pemerintah Dinsos 
desa, P3AKB 
Pemerinta.h 
kab 

Intervensi 
Sensitif 

Intervensi 
Sensitif 
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NO ~Nfil\NA . · KBGIATAN · ... KEGIATAN . INDJKATOR::·.· SAS.ARAN SATUAN · ,fARG.ET. J?ENANGG~NG 
,AKSI · PRlORITAS OPH~IONAL KEBERHASlLAN ?.-022 2iJZ3 202~ JAWAD 

(1} {2} . (3) (+) : fSJ . . (6) · ('7} · ·. · .(8) , (9) [10) · (11J 

c).Cakupan PUS ; Persen 80 85 90 Pemerintah 
miskin yang desa, 
mempero1eh Pemerintah 
bantuan kab 

: tl.lnai 
bersyarat 

d).Cakupan Persen 80 ES 90 Pemerintah 
PUSyang desa 
memperoleh ,Pemerintah 
bantuan kab 

I 

pangannon 
I 

tunai. 

e).Cakupan Persen 80 85 90 Pemerintah 
PUSmiskin desa, 
yang Pemerintah 
memperoleh kab 
Penerima 
Bantuan 
[uran(PB[). 

17).Fasilitasi Persentase Keluarga Persen 80 85 90 Pemerintah 
terhadap keluarga berisiko desa, 
akses air berisiko Stunting Pemerintah 
minllm Stunting yang kab 
layakbagi mengakses air 
keluarga Minmn layak. 

K/L 
. PENGAMPU . KBTERANGAN 

(12) 
Dinsos 
P3AKB 

Dinsos 
P3AKB 

Dinsos 
P3AKB 

Dinas PKP 
CipTaru, 
Dinkes 

(i3J 
lntervensi 
Sensitif 

Intervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 

lntervensi 
Sensitif 
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RENCA.N:A . KBGJAT.AN 
, ... 

. INDIJ{l\TOR . NO ··._·.KEGIATAN 
sArUAN 

. . TARGET. PENANGGUNG I<ETERANGAN· . . ·AJ{Sl . PRIO~TAS . . ·. 9PERASIONAL KEBERfli\SILAN SAS.ARAN . 
2022 2()23 2 024 'AW.AB 

PENGAMPU 
.. . .. 

(1) '{2) (3) .. :·(4). (5) (6) .f7J (8) (9) (10) {11.) (li) ·- {13) 
berisiko 

' Stunting. 

18).Fasilitasi Persentase Kelaarga Persen 80 85 90 Pemerintah DinasPKP lntervensi 
kepemilika keluarga berisiko desa., CipTaru, Sensitif 
nrumah berisiko Stunting Pemerint:ah 
Jayakhuni Stuntin,a yang kab 
bagi memiliki 
keluarga rumah layak 
berisiko hunL 
S-tunt:ing. 

19).Fasilitasi Persentase Ke]uarga Persen 80 85 90 Pemerintah DinasPKP Intervensi 
jamban keluarga berisiko desa,. CipTaru., Sensitif 
sehatbagi berisiko Stuntin/J Pemerintah Dinkes 
keluarga StuntilllJ yang kab 
berisiko mernpunyai 
Stunting. jambansehat. 

20).Dapur Gizi Persentase Desa Persen so 60 70 Pemerint:ah Dinsos lnteivensi 
Keluarga di desa prioritas desa., P3AKB .. Speslfik 
desa yang Pemerint:ah DPMD, 
prioritas melaksanaka kab 
Stunting n DapurGizi 
berbasis Keluarga 
pangan berbasis 
Jokal. Pangan lokal. 

I 
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NO RENCANA KEGLAT I. KEGJATAN· INDIKATOR . . . . . TARGET :·. . · l .. . . . 
AKSJ ·A'1 · - . · OPE.RASI0NA KEBERfJJ\.gLAN SASARAN· SATUAN------- PENANGGUN 

.- ... pruo··ru· .... L·-• : . : · : ... > :: I · · .. -· . PBNGAMPU ~ETE~GAN 
. . .. 2022· _2023 :-20.?4·. · _ "GJAWAB· , 

. • 

f11 f2l 

... :TAS ; · .. 
.. 

ts1:· .. rn (8)· · (9} 
b.Pendampi 

ngan 
Semua 
Calon 
Penganti 
n Calon 
Pasangan 
Usia 
Subu.r 
[PUS) 

Pendarnpin 
gan Catin/ 
CaPUS3 
(tiga) bulan 
sebelum 
menikah. 

a) Cakupan 
Catin/Ca 
PUS 
yang 
melakukan 
pemeriksa 
an 
kesehatan 
dalam 
3(tiga)bt1la 
nsebelum 
menika.h. 

Catin/Ca Persen 
PUS 

70 

b). Persenblse Catin/Ca Persen 100 
catin/caPUS PUS 
anemia yang Anemia 
mengonsurn 
si 90Tablet 
Tambah 
Darah(TTD). 

c). Persentase 
catin/caPUS 
yang 
mendapat 
l<an 
tatalaksana 

Catin/Ca Persen 
PUS 
Dengan 
status 
gizi 
(kurus/ 
gemukJ 

100 

BO 

100 

100 

90 
·(11]. 

Pemerintah 
desa/kelur 
aha11 

100 Pemerintah 

100 

desa.,, 
Pemerintah 
kab/kota 

Pemerintah 
desa., 
Pemerintah 
kabfkota 

·(121: 
Dinkes, 
Dinsos 
P3AKB 

Dinkes., 
Dinsos 
P3AKB 

Dinkes., 
Dinsos 
P3AKB 

... (131 
Intervensi 
Spesifik 

Intervensi 
Spesifik 

lntervensi 
Spesifik 
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-

. REN_q\NA . ---. I . . . 
TARGFf PENANG<iUNG 'KBGlATAN · KEGIATAN · INDJKATOR- PE~GAMPU . KETERANGAN NO ·A~I PRIQRITAS OPERAS( 011.AL:KEBE·RHAfii'LAN ·SASARAN SATUAN 202 2 .202.3 202il · JAWAB. ..... _ 

(1) (2}- -(3) (4) .. 
C (SJ. (6) .(7} . . ·taJ· '(9): (lO) (11) . (12) · - (13) 

! Kesehata 
n dan gizi. 

c. Audit 1). Terbentuk Perse11tase Kab/kota Persen 100 100 100 Pemerinta.h Dinsos Intervensi 
KaS11s nyatim kab/kota kab P3AKB Sensitif 
Stunting audit kasu.s yang memfHki Dinkesi. 

Stunting di tim audit BP4D 
kab/kota. Sronti11g. DPMDJ 

Kemenag 
,PKP 
CipTaru 

12).Pelaksanaa Persentase Kab/kota Persen 100 100 100 Pemerintah Dinsos Intervensi 
n audit pelaksanaan kab P3AKl3 Sensitif 
kasus auditkasus Dinkes. 
Stunting Stunting dan BP4D 
dan manajemen DPMDJ 
manajemen pendampinga Kemenag 
pendampiri nkeluarga ,PKP 
gan 2 kali dalarn CipTaru 
ke)uarga. setahun. 

a ).Diseminasi Persen1ase Kabfkot:a Persen 100 100 100 Pemerinta.h Dinsos Intervensi 
hasilaudit diseminasi kab P3AKB Sensitif 
kasus h.asil audit Dinkes., 
Stunting kasus BP4D 

I 
dan Stuntine dan 
manajemen manaJemen 
pe11damptn pendampinga 
gan n keluarga 
keluarga. 2kali dalam 

setahun. 

I 
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RENCANA KEGIATAN KEGIATAN INDJKATOR TARGET PENANGGUNG KETERANGAN NO AKSI PRI0RITAS OPERASIONAL KEBERHASJLAN SASARAN SATUAN 2022 2023 2024 JAWAB 
PENGAMPU 

(1) (2) (3) (4} (5) (6) (7) (BJ (9) (10) (11) {12) [13) 
4).Tindak Persentase Kab/kota Persen 100 100 100 Pemerintah Dinsos Intervensi 

lanj ut hasil tindak lanjut kab P3AKB Sensitif 
aulit kasus hasil audit Dinkes, 
Stunting kasus BP4D 
darl Stun ting dan DPMD_. 
manajemen manajemen Kemenag, 
pen.dampin pendampinga PKP 
gan n keluarga CipTaru 
keluarga. 2kali dalam 

setahun. 

3. Kluster a.Perencanan, 1.).Koordinasi a).Persentase Pemerintah Persen 80 100 100 Pemerintah BP4D lntervensi 
Manajeri dan dan. kab/kota kab/kota kab I<oordinatif 
al penganggar siltkronisasi yang 

an perencanaan meningkat 
dan. kan alokasi 
penganggara APBD 
n tingkat minimal10 
kab %untuk 

Percepatan 
Penunman 
Stunting 
dari tahun 
sebelum 
nya. 
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RENCANA KEGIATAN KEGIATAN JNDIKATOR TARGET PENANGGUNG 
NO AKSI PRIORITAS OPERASIONAL KEBERHASILAN SASARAN SATUAN 2022 2023 2024 JAWAB 

PENGAMPU KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) (SJ (6) (7) (8) (9) (10) [11) (12} {13) 

b ).Persentase Persen 80 100 100 Pemerintah PB4D lntervensi 
kab yang kab Koordinatif 
mengaloka 
sikan 
proporsi 
70% 
anggaran 
intervensi 
sensitif, 
25% 
anggaran 
intervensi 
spesifik 
dan5% 
anggaran 
intervensi 
koordinatif. 

2).Koordi nasi Persentase Pemerintah Persen 80 100 100 Pemerintah DPMD"PB4D Intervensi 
dan desayang desa desa Koordinatif 
sinkronisasi rneningkatkan 
perencanaan alokasi 
dan APBDesrninim 
penganggara al 10%untuk 
n tingkat Percepatan 
desa. 



-30-

' 

NO RENCANA KEGIATAN KEGIATAN IND[KATOR l 
TARGET PENANGGUNG 

AKSI PRIORJTAS OPERASIONAL KBBERHASILAN; SASARAN SATUAN 2022 2023 2O2~ JAWAB 
PENGAMPU KE TERAN GAN 

(l) {2} (3) {4} (SJ (6) (7) (8) (9) [10) {11) (12} (13) 

Penurunan 
Stunti.ng dari 
tahun 
sebelurnnya. 

b.Pengawasa Pelaksanaan Persentase Pemerintah Persen 100 100 100 Pemerintah ln.tervensi 

dan Pengawasan kabupate/kota kabfkota kab Sensitif 

IPembinaan dan yangtidak 
IAkuntabilitas pembinaan merniliki 
Penyelenggara a kuntabilitas temuan hasil 
an Kegiatan dalam pemeriksaan 
PercepatanPen perencanaan atas 
urunan dan perencanaan 
Stunting p enyelengga dan 

raan penyelenggara ; 
kegiatan an kegiatan I 

i 
Percepatan Percepatan I 
Penurunan Penurunan i 
Stunting. Stuntin9. 

C.Pernantau 1).Pengembang T'ersedianya Lembaga Doku 1 1 1 Pemerintah Dinsos In.tervensi 
an, anmeta meta data. men kab P3AKB Sensitif 
Evaluasi., data. Dinkes, 
dan BP4D 
Pelaporan DPMD, 

Kemenag, 
PKP CipTaru 
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~NCANA KEGIATAN KEGIATAN INDIKAT0R 
SASARAN SATUAN 

TARGET PENANGGUNG PENGAMPU 
NO AKSl .pRJORITAS 0PERASIONAL KHBERH.ASILAN JAWAB KBTERANGAN 

2022 2023 2024 
•,', 

(1). {2}_ (3) (4) (SJ {6) (7) (8) {9). (10) (11) (12) (13) 

2).Pengemban Terintegrasi Lembaga Dokum 1 - - Pemerintah Dinkes, lntervensi 
ganSOP nya data en kab Dinsos P3AKB Sensitif 
mekanisme Stunting. Dinkes, 
sharing BP4D, 
data. DPMD, 

Kemenag,P 
KP CipTaru, 
BPS 

j 3).0perasional Terlaksanany Tim Pusat Sistem 1 1 1 Pemerintah Dinkes, lntervensi 
1 pengelolaan asistem Pengendali kab Dinsos P3AKB Sensitif 

Pusat pengelolaan Data Dinkes, 
Pengendalia data keluarga BP4D, 
n Data berisiko DPMD, 
Stunting Stunting. Kemenag,P 
Nasional. KP CipTaru, 

BPS 
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RENCANA KEGIATAN · KF.GIATAN INDIKAT0R 
SASARAN SATUAN 

TARGET PENANGGUNG 
NO AKSI · PRIORITAS 0PERASIONAL KEBERHASILAN PENGAMPU KETERANGAN 

2022 2023 202-4 JAWAB 

[1} (2) (3) (4) {SJ {6) (7) (8) (9) (10) (11} (12) (13) 

4).Forum satu Terlaksana Lembaga Kegiatan 2 2 2 Pemerintah V Dinkes, [ntervensi 
data PASTI. nya forum dan kab Dinsos P3AKB Sensitif 

satu data pemerintah Dinkes, 
PASTidua daerah BP4D, 
kali dalam DPMD, 
ltahun. Kemenag,P 

KP CipTaru, 
BPS 

S).Pemantaua Persentase Pemerintah Persen 80 85 90 Pemerintah V Dinkes, Intervensi 
ndan Pemerintah daerah kab Dinsos P3AKB Sensitif 
evaluasi daerah Dinkes, 
kinerja provinsi dan BP4D, 
pemerintah pemerintah DPMD,. 
daerah daerah Kemenag, 

provinsi dan kab/kota PKP 
kal>fkota yang CipTaru., 
dalam berkinerja BPS 
konvergensi baikdalam 
percepatan konvergensi 
penurunan percepatan 
Stunting. penurunan 

Stunting. 
I 

t 
I 

i ' 



-33-

NO RENCANA KEGIATAN KEGIATAN lNDIKATOR 
SASARAN SATUAN 

TARGET PENANGGUNGJA AKSI PRIORlTAS · OPERASIONAL KEBERHASJLAN PENGAMPU KETERANGAN 
2022 2023 2024 WAB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) {12) {13) (14) 
6)Pemantauan Persentase Desa Persen 80 85 90 Pemerintah Kah DPMD, lntervensi 

dan desa BP4D Sensitif 
evaluasi kelurahan 
ldnerja yang 
pemerintah berkinerja 
desa dalam baikdalam 
l<onvergensi konvergensi 
percepatan percepatan 
penurunan penurunan 
Stunting. Stunting. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 3/ Moret Jo.1.1. 

' NDOWOSO, 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 31 ~or~\: ~0,2.;.. 

HK 

6¥,A~ .... B1~~:t; 
Noo 

RAH KABUPATEN BONDOWOSO 
/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2022 NOMOR .;2.oi 
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